
b. bahwa berdasa.rkan Surat Pimpinan Rekan Kantor Jasa 
Penilaian Publik Salam & Rekan tanggal .l Deseraber 202C 
Nornor 00184/2.0159-00/PI/ 11 0367 1 XJ 2020 perihal 
Laporan Pekerjaan Jasa. Konsultasi Penehnan Transportasi bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ::J.ae:-ah 
Kabupaten Kudus, maka Peraruran Bupan Kudus . ·0:::::10: 26 
Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Peraruran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki'an Rakyat 
Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupao Kudus . ·o~o.- 55 Tahun 
2020 ten tang Perubahan Kedua atas Peraruran Bupac : .udus 

omor 26 Tahun 201 .... ten tang Pelaksanaan Pera .. uran Daerah 
Ka bu paten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pi.mpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sudah ndak 
sesuai lagi sehingga perlu diubah; 

t_/ ~ Gt 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), 
Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Admirustratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 ten tang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
19 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Adrrurusrranf 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kah 
terakhir dengan Peraturan Bupan Kudus. ·omor SS Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupao Kudus , ·o:nor 
26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraruran Daerah 
Kabupaten Kudus omor 19 Tahun 20: 7 tentang Hak 
Keuangan dan Adrrurustranf Pimpinan can Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

Menimbang 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017 
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 

NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KUDUS 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 1 TAHUN 2 ,;;1 

TENT ANG 

BUPATI KUDUS 
PROVINS! JAW A TENGAH 



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201...1 tentang Admirusrrasi 
Pemerintahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran . ·egara Repubhk 
Indonesia Nomor 5601 . sebagaunana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C:pta Ke=:;a 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 . ·omo!" 2..!5. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Komer 6573J; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l..! tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran • ·egara Repubhk lndones.:a 7a.~U:! 201.~ 
Nomor 244, Tambahan Lembaran . 'ega."'"a Republik Indonesia 
Nomor 5587 . sebagaunana telah diubah beberapa ~ te"'a.k..".u.:­ 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran egara Repu blik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20().! tentang Perirnbangan 
Keuangan antara Pemenntah Pusa.t dan Pemermtahan Daerah 
(Lembaran egara Repubhk Indonesia .anun 20().! 
Nomor 126, Tambahan Lembaran . .egara Repubhk Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia ·omor 4.100: 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa berdarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 
26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; 
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Surat Pimpinan Rekan Kantor Jasa 
Rekan tanggal ..1 Desember 2020 00:8.! 2 0:59- 
00/PI/ 11/0367 / l/Xl/2020 perihal Laporan Pekerjaan Jasa 
Konsultasi Penelitian Transportasi bagi Pirnpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus: 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sena 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067 : 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3. Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 99: 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus . ·o::.no::::- 19 Tahun 20:-: 
tentang Hak Keuangan dan Admmistranf Punpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus =-..e:noa.-a.., 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 201- . ·omor 19. Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. .omor 211 : 

16. Peraturan Bupan Kudus omor 26 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Peraruran Daerah Kabupaten Kudus . .omor :9 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Admmisrraaf ? ... znpman 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerar; Kabupaten 
Kudus (Benta Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 
Nomor 26), sebagaunana telah diubah beberapa kah tera.khir 
dengan Peraturan Bupan Kudus 'omor 55 Tahun 2020 rentang 
Perubahan Kedua atas Peraruran Bupan Kudus . ·or:1or 26 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraruran Daerah Kabupa t en 
Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan can 
Adminisrratif Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kudus Benta Daerah Kabupaten Kucus 
Tahun 2020 Nomor 55: 
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Memperhatikan 



Dalam hal Pimpinan DPRD telah menerizna r .... ~~a.::ga."1 
kesejahteraan berupa kendaraan dinas jabatan, maka runjangan 
transportasi bagi Punpinan DPRD odak dibayarkan. 

Pasal 26 A 

2. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 ditambahkan 1 saru) pasal, 
yakni Pasal 26 A yang berbunyi sebagai benkut : 

b. Besaran runjangan transportasi bagi masmg-rnasing Aaggota 
DPRD, diberikan sebesar Rp ~2.900.000.00 dua be.as '..!:.a 
sembilan ratus nbu rupiah seuap bu.an 

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dunaksud dalam 
Pasal 2 3 adalah : 

a. Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpman DPR:> · 

1. Ketua DPRD dibenkan sebesar Rp : 9.000.JOO 00 
(sembilan belas JU ta rupiah senap bulan: dan 

2. Wakil Ketua DPRD dibenkan masmg-masmg sebesar 
sebesar Rp 15 500.000.00 hma belas JUIB x:::a ran;s 
ribu rupiah senap bulan. 

Pasal 26 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2020 Nomor 55), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai benkut 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TRNTANG PERU:9AHAN K8TIOA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS. 
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Meneta..pkan 



. 
J • I 

SEKR~T~RAH KABUPATEN KUDvS 

,;/~:/.U ~ 
. -50~l{J 

r. __::___ "SA.~'M1 INTAK~ 

BERITA DAERAH KABUPATEt\ KUD~S :-AHU.' 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal , .... , _ ;::~ 1 

HARTOPO 

Plt. BUPATI KUDUS 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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